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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian deskriptif kualitatif ini
melibatkan 8 informan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Teori Zeithaml digunakan dengan lima indikator kualitas
pelayanan: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan belum optimal karena
masih terdapat kekurangan pada sarana prasarana, kompetensi aparatur, dan
dukungan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan meliputi:
(1) sarana dan prasarana yang belum memadai, (2) kompetensi ASN yang kurang, dan
(3) dukungan APBD yang terbatas. Peneliti menyarankan peningkatan sarana
prasarana, pelatihan teknis bagi ASN, serta peningkatan alokasi anggaran agar
pelayanan perizinan menjadi lebih berkualitas dan optimal.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, DPTSP

ABSTRACT

This study aims to determine the quality of licensing services at the Investment and One-
Stop Integrated Services Office of Banggai Islands Regency and the factors that influence
it. This qualitative descriptive study involved 8 informants with data collection
techniques through interviews, observation, and documentation. Zeithaml's theory was
used with five indicators of service quality: tangibles, reliability, responsiveness,
assurance, and empathy. The results of the study indicate that the quality of licensing
services is not optimal due to deficiencies in infrastructure, apparatus competence, and
budget support. Factors that influence service quality include: (1) inadequate facilities
and infrastructure, (2) insufficient ASN competence, and (3) limited APBD support. The
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researcher suggests improving infrastructure, technical training for ASN, and increasing
buget allocation so that licensing services become more qualified and optimal.

Keywords: DPMPTSP Licensing, Banggai Islands Regency, Services

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur , sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat , tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan
undang-undang dasar 1945 alinea ke empat yang meliputi empat aspek aparatur
terhadap masyarakat yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluh tumpah
darah indonesia memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
pernerintah daerah bahwa penyelenggaran pernerintah daerah diarahkan
untuk  rnernpercepat terwujudnya  kesejahteraan rnasyrakat  rnelalui
peningkatan pelayanan, pernberdayaan peran rnasyarakat dan peningkatan daya
saing daerah dengan rnernperhatikan prinsip dernikrasi, pernerataan, keadilan
serta kekuasaan suatu daerah dalarn sistern negara kesatuan republik indonesia.
Modernisasi telah memberikan perubahan besar bagi masyarakat Indonesia dalam
berbagai aspek kehidupan terutama dalamaspek sosial. Dampak perubahan sosial ini
disebabkan adanya faktor internal yang berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri
salah satunya terdapatnya penemuan baru terutama erat kaintannya dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi (Anggraini Dian 2021). Pelayanan publik merupakan
pemberian layanan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan pada instansi
yang sesuai aturan dan tatacarayang sudah ditetapkan. Menurut Moenir, A.S (Moenir :
2008), unsur-unsurpelayanan publik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya
yaitu: 1. Tugas layanan Tugas utama dari Pemerintah adalah harus memberikan
pelayananumumsesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani semua
kepentinganmasyarakat. 2. Sistem atau prosedur layanan Prosedur pelayanan publik
yaitu terdapatnya sistem informasi, prosedur danmetode yang akan mendukung
kelancaran dalam memberikan pelayanan. 3. Kegiatan pelayanan Kegiatan pelayanan
publik yang ditujukan kepada masyarakat harus bisasepenuhnya memenuhi
kebutuhan tanpa adanya diskriminasi.

Kualitas pelayanan menurut Ibrahim (2008: 22) dijelaskan bahwa “sebagai suatu
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungan yang memenuhi atau bahkan mungkin melebihi harapan”. Ibrahim (2008:
22) juga menjelaskan kualitas pelayanan juga diartikan sebagai “sesuatu yang
berhubungan dengan terpenuhinya harapan/ kebutuhan pelanggan (masyarakat), di
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mana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan atau
jasa sesuai dengan kebutuhan para pelanggan (masyarakat). Menurut Sumaryadi (2016:
112) “pelayanan merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aktor pemerintahan
sebagai abdi masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat dari satu negara
kesejahteraan (welfare state)”. Kurniawan dalam Sinambela (2010: 5) mengartikan
pelayanan publik sebagai, “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Bentuk pedoman penyelenggaraan daaerah yang terdiri dari kepastian hukum
tertippenyelenggaraan negara kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas ,
proffesionalitas, akuntabilitas keadilaan, efektifitas dan efisiensi dalam
menyelenggarakan dibidang pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daeraah
mempunyai peranan peniting untuk menyediakan pelayaann publik sesuai yang telah
dimandemenkan dalam undang-undang nomor 25 tahun2oig tentang pelayanan
publik pasal 1 penyebutkan bahwa pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dlam rangka pemenuhaan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan pendudduk atas barang jasa dan atau
pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik
pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik bertanggungjawab dan terus
berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pemerintah
menjadi pemegang kekuasaan tertinggi serta memiliki kuasa memerintah dan emiliki
kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum berupa peraturan perundang-
undangan disuatu wilayah tertentu. Pemerintah mempunyai fungsi yaitu pelayanan
Tugas pokok seorang aparatur yang menjadi abdi masyarakat dan abdi negara adalah
melayani Layanan yang baik adalah layanan yang memenuhi kebutuhan yang akan
diberikan memberikannya dengan ceoat dan tepat waktu, dan responsif dengan
kebutuhan yang diberikan. Tingkat kualitas pelayanan publik menjadi patokan kualitas
pelayanan pada masyarakat serta citra aparatur negara untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat, pelayanan publik oleh aparatur negara melahirkan tema strategis.
Akibatnya upaya peningkatan kualitas pelayan publik harus dilakukan secara
berulang-ulang

Kesadaran akan hak-hak sipil yang terjadi dimasyarakat tiadk lepas dari
pendidikan politik yang terjadi selama ini. Selama ini masyarakat cenderung pasra dan
menerima terhadap apa yang mereka dapaatkan dari pelayanan aparatur pemerintah.
Hal ini lebih diakbitkan karena sikap dari aparatur pelayanan publik yang tidak
berorientasi pada kepuasan masyarakat pelayanan hanya bersifat. Sekedar melayani
tanpa disertai rasa peduli dan empati terhadap pengguna layanan Namun kondisi yang
terbuka seperti sekarang ini mengharuskan aparatur sebagai pelayanan publiik lebih
peduli lagi terhadap hak-hak sipil khususnya dalam hal pelayanan publik. Pemerintah
didalam menyelanggarakan pelayanan publik masih banyak dijumpai kekurangan
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sehingga jika dilihat dari segi kualtas masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Hal
ini ditunjukkan dengan masih munculnya berbagai keluhan masyarakat melalui media
massa. Jika kondisi ini tidak direspon oleh pemerintah maka akan menimbulkan citra
yang kurang baik terhadap pemerintah sendiri. Mengingat fungsi utama pemerintah
adalah melayani masyarakat maka pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik

Tujuan utama pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan
publik agar terwujudnya kepuasan masyarakat. Kepuasan ini dapat terwujud apabila
pelayanan yang diberikan sesuai dengan satndar pelayanan yang ditetapkan atau lebih
baik dari pelayanan yang diberikan tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk
mengetahhui kualitas pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan menggunakan
surveri kepuasan masyarakat. Ketentuan mengenai survei kepuasan masyarakat
tertuang dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Survei kepuasan masyarakat harus selalu
dilakukan secara berkala. Artinya pada setiap periode waktu tertentu harus dilakukan
penelitian atau perhitungan dan analisis terhadap kepuasan masyarakat akan
pelayanan yang telah diberikan. Tolak ukur untuk melihat tingkat kualitas pelayanan
dengan adanya survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik dibidang jasa layanan umum. Dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik didaerah khususnya dibidang administrasi
pelayanan perizinan pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah
kebijakan antara lain melalui penerbitan pelayanan terpadu satu pintu dan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata
kerja unit pelayanan perizinan terpadu didaerah yang mewajibkan kepada pemerintah
daerah provisni, kabupaten dan kota untuk membentuk perangkat daerah berupa
lembaga pelayanan perizinan. Sebagai pelnyelanggaraan pelayanan terpadu satu pintu
( PTSP ) di daerah. Indikator kualitas pelayanan bisa dilihat dari keluhan masyarakat
terdapat pelayanan publik yangi diterima maka ada beberapa indikator yang bisa
digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan piublik Menrut Zeitharnl
(Nurulhidayati, 2017) diantaranya bukti fisik (tangibles), kehandalan (reability), daya
tanggap (responsiveness), kepastian (asurancce), dan empati (empathy).

Kaitannya dengan kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai lembaga
publik yang juga bertindak untuk menciptakan pemerintahan yang baik semestinya.
Akan tetapi dalam pemberian pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banggai Kepulauan masih relatif kurang
memuaskan, hal ini terlihat masih banyak ketidaksesuaian untuk memenuhi tingkat
kepuasan masyarakat dalam segi kualitas pelayanan yang dihadapi oleh Dinas
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
sehingga dalam kualitas pelayanan tersebut belum dikatakan optimal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif yaitu data yang berbentuk informasi yang didapat dalam bentuk
lisan maupun tulisan, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan tentang
kualitas pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu Kabupaten Banggai Kepulauan. Pemilihan informan dalam
penelitian ini menggunakan teknik snowbball sampling menurut sugiono ( rimbani
2017) snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula
jumlahnya kecil kemudian membesar penelitian memilih snowball sampling karena
dalam penentuan sampel peneliti pertama-tama haya menentukan satu atau dua orang
saja tetapi karena data yang di dapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari
orang lain untuk melengkapi data tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi
dikembangkan atas dasar 'kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan
belangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak
mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya
berbentuk siklus dan interaktif bukan linner. Tahapan analisis data yang dipilih
oleh peneliti yang dikernukakan oleh Milles dan Huberman.

a. Tangibles
Tangible merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat langsung oleh
Masyarakat terkait dengan kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam
penelitian ini yang dilihat yaitu Bangunan pelayanan seperti mall pelayanan/
Gedung pelayanan, kerapian keterampilan pegawai, Pembangunan tempat
parkir serta tersedianya peralatan penunjang pelayanan seperti komputer
dan printer. Bahwa Gedung pelayanan sebagaimana pada gambar 4.7 dan
tempat parkir sebagaimana pada gambar 4.8 sudah tersedia akan tetapi
perlu perluasan tempat parkir agar dapat menampung lebih banyak
kendaraan.

Sedangkan untuk penampilan pegawai dalam memberikan
pelayanan berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini sudah
berpenampilan yang rapih. Sementara untuk peralatan penunjang pelayanan
sebagaimana komputer dan printer yang belum memadai. sarana dan
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prasarana merupakan sesuatu yang perlu pengadaan. Kelengkapan sarana
dan prasarana dalam menentukan kualitas pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banggai Kepulauan sangat berpengaruh karena semakin lengkapnya
sarana dan prasarana yang ada seperti penambahan unit komputer,
printer dan serta perluasan tempat parkir. Maka hal tersebut dapat
dikatakan dalam kualitas pelayanan sudah optimal jika dapat
terpenuhi tetapi dalam hal ini belum dikatakan optimal. Serta untuk
proses pelayanan sudah berjalan dengan baik walaupun masih kekurangan
fasilitas penunjang.

b. Reability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Kinerja harus sesuai
dengan harapan pelanggan yang berarti ketetapan waktu, pelayanan yang
sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi yang
tinggi. Dalam pemberian pelayanan kepada Masyarakat yang pada umumnya
menginginkan pelayanan yang cepat dan tepat. Kehandalan dalam penelitian
ini ditentukan oleh kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang
cepat untuk menyelesaikan permohonan perizinan sesuai dengan batas waktu
yang telah ditentukan. Serta pegawai dapat dipercaya oleh pengguna pelayanan
dalam melaksanakan pelayanan.

terkait persoalan reliability (kehandalan) dalarn kecepatan rnernberikan
pelayanan untuk rnenentukan kualitas pelayanan perizinan. Berdasarkan hasil
Penelitian dapat diketahui bahwa pelayanan pernbuatan permohonan izin
tidak dilaksanakan dengan cepat karena pada saat pengguna layanan
rnelaksanakan pelayanan pegawai bidang pelayanan tidak diternpat
dan yang rnelaksanakan pelayanan yaitu kepala bidang dan hanya
diinformasikan Kernbali  rnelalui  watsapp untuk pengarnbilan
permohoanan izin yang sudah jadi kepada Masyarakat. untuk proses
pelayanan cukup cepat dalam pernbuatan permohonan izin apalagi dengan
didukung oleh aplikasi OSS pelayanan online mempermudah Masyarakat
dalam proses pelayanan. Narnun dalam proses  pelayanan yang
dilaksanakan dengan tidak cepat dikarenakan belum terdapat satupun
pegawai yang berada diruangan pelayanan. Maka dalarn hal ini dapat
dikatakan untuk proses pelayanan sudah berjalan dengan baik namun
dalam hal kualitas pelayanan belum dikatakan belum efektif.

c. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemampuan menanggapi
pengguna layanan
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Untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan
tepat kepada para pelanggan dan tidak menunggu tanpa adanya suatu alasan
yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu tanpa adanya suatu alasan yang
jelas menyebabkan presepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Dengan
kata lain ada kemauan pegawai untuk tanggap membantu para pemohon dan
memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan disertai penyampaian informasi
yang jelas. Dalam penelitian ini daya tanggap vyaitu kesiapan pegawai
merespon informasi permohonan yang disampaikan Masyarakat dan
kemampuan pegawai dalam melayani Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa
pegawai pelayanan rnerespon dengan baik pengguna layanan terhadap
informasi pernbuatan permohonan izin dan rnernbantu pengguna
layanan  dalarn pengurnpulan berkas yang hams dilengkapi dalarn
rnernbuat permohonan izin.

Sesuai hasil observasi dan wawancara diatas dapat diketahui bahwa
pegawai pelayanan rnerespon dengan baik pengguna layanan terhadap
informasi pernbuatan permohonan izin tetapi dalarn hal ini jika pegawai
pelayanan tidak ada satupun yang berada diruang pelayanan rnaka untuk
pernbuatan surat izin tidak sesuai dengan harapan karena dalarn hal
ini tidak sernua pegawai dapat rnelaksanakan kegiatan pernbuatan
permohonan izin sehingga dapat rnengharnbat proses pelayanan hal ini
dikarenakan kurangnya kedisiplinan terhadap pegawai yang bertugas
sesuai bidangnya dan tidak sernua pegawai dapat rnernberikan informasi
secara detail tentang pelayanan. Dalarn hal ini dapat dikatakan Bahwa
kualitas pelayanan belurn optimal.

d. Assurance (jaminan), adanya kepastian yaitu pengetahuan, kesopan santunan
dan kemampuan para pegawai untuk menubuhkan rasa percaya para pelanggan.
Serta dapat dikatakan berupa pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat
dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari resiko dan keragu-raguan.
Jaminan ini sangat penting pada jasa pelayanan yang memerlukan Tingkat
kepercayaan cukup tinggi damana Masyarakat akan merasakan nyaman dan
terjamin. Dalam hal ini ketetapan apakah sudah sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat
diketahui bahwa sudah sesum ketentuan dan ketetapan yang ada dan jika
terdapat kendala mereka tetap mengusahakan pelayanan.

Sesuai hasil observasi dan wawancara diatas dapat diketahui bahwa
sudah sesuai dengan ketetapan tujuan dan sasaran DPMPTSP hal ini dapat
diketahui dari perencanaan tiap tahun setelah perencanaan maka ada
pelaksanaan lebih lanjut serta dapat diketahui dari kotak saran kepuasan
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Masyarakat dan ada penilaian DPMPTSP yang dilakukan tiap tahun. Dalam
hal jaminan sudah dapat dikatakan kualitas pelayanan sudah optimal.

e. Empathy (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat
individu atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya
memahami keinginan konsumen. Serta empathy (empati) meliputi dalam
melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan
pengguna layanan. Untuk melaksanakan pelayanan perizinan maka diperlukan
empati yang maksimal agar Masyarakat akan merasakan langsung
pelayanan yang diberikan. Empaty yang dimaksud yaitu pelayanan yang
adil/tidak deskriminasi dan keramahan pegawai pada saat memberikan
pelayanan secara sopan dan santun. Bahwa petugas pelayanan sudah
melakukan tugas mereka dengan baik dan mempunyai sikap peduli pada
pelanggan yaitu dengan membantu para pelaku pengguna layanan. Sesuai
hasil observasi dan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam
pelayanan yang dilakukan tidak adanya diskriminasi atau membeda-
bedakan antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain serta
tugas dan fungsi pegawai yaitu melayani para pengguna pelayanan,
senyum dan tegur sapa. Maka dalam hal ini sudah dikatakan optimal
berdasarkan kualitas pelayanan.

Pelayanan berkualitas adalah layanan yang cepat, rnenyenangkan, tidak
rnengandung kesalahan, rnengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan
lebih <ulu. Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebarapa jauh perbedaan antara
kenyataan dan harapan para pelanggan atau layanan yang rnereka terirna. Kualitas
pelayanan dapat diketahui dengan cara rnernbandingkan presepsi para pelanggan atau
layanan yang benar-benar mereka terirna. Serta dalarn hal kualitas pelayanan yang
rnenjadi tolak ukur yaitu dengan lirna dirnensi antara lain: tangibles (bukti fisik),
reability (kehandalan), responsiveness( daya tanggap), assurance (jarninan) dan
emphaty (ernpati). Berdasarkan hasil penelitian yang telah diurakan pada bab 4
(ernpat) dapat disirnpulkan Bahwa kualitas pelayanan pada Dinas Penanarnan Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan belurn optimal
dikarenakan dari kelirna dirnensi belurn terpenuhi. Adapun beberapa faktor yang
rnernpengaruhi kualitas pelayanan seperti: 1) sarana dan prasarana yang belurn
rnernadai, 2) kornpetensi aparaur sipil negara yang kurang rnernadai dalarn
pelaksanaan pelayanan perizinan, dan yang 3) dukungan anggaran APBD yang relatif
kurang rnernadai hal ini juga yang dapat rnengakibatkan tidak optirnalnya kualitas
pelayanan perizinan.
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Berdasarkan kesirnpulan hasil penelitian diatas peneliti rnernberikan saran
untuk perbaikan pelayanan agar kedepanya dapat berkualitas yaitu:

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan seperti
perbaikan jaringan internet, pengadaan kornputer, pengadaan printer,
penyiapan ruang tunggu serta penarnbahan ternpat parkir.

2. Perlu dilakukan birnbingan teknis bagi ASN yang ditugaskan untuk
rnernberikan pelayanan perizinan agar kornpetensi petugas pelayanan sernakin
baik.

3. Pernerintah daerah perlu rnengalokasikan anggaran yang lebih besar dari saat ini
agar kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi.
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